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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah


Dalam upaya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Pusat menyadari bahwa yang paling memiliki pengetahuan tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerahnya itu sendiri. Karenanya Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisikan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom adalah sebagai berikut:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan pengertian di atas maka dengan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan Pemerintah Daerah. Dengan peningkatan wewenang ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi  dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah Daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja atas program kerjanya.
Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah otonomi yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik IndonesiaSementara, bila dilihat dari sisi Pemerintha Daerah ada tiga tujuan yaitu: 
1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat local atau daerah. 
2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 
3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkam akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah memberi petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat.

2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk

berpartisipaasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan Pemerintah Daerah. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyrakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengertian anggaran menurut Nafarin (2009;20)

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
Sedangkan menurut Yuwono, dkk (2008:92) mendefinisikan APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang disetuji oleh DPRD.


Definisi APBD menurut Halim (2012;159) adalah:
Rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran. 


Menurut Nordiawan, Iswahyuni Sondi dan Maulidah Rahmawati (2008;30):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang mana dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna. 
2.2.1 Klasifikasi APBD
Berdasarkan format keputusan menteri dalam negeri No. 29 tahun 2002 menurut Halim (2008:18), APBD diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan, dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

b. DanaPerimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yangsah

2. Belanja, yang digolongkan menjadi:

a. Belanja Aparatur Daerah, diklasifikasikan menjadi:

1. BelanjaUmum

2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

3. Belanja ModalPembangunan

b. Belanja Pelayanan Publik, diklasifikasikan menjadi:

1. Belanja AdministrasiUmum

2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

3 Belanja Modal

c. Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan

d. Belanja Tak Tersangka
3. Pembiayaan, dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu:
a. Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Sisa lebih anggaran tahun lalu

2. Penerimaan Pinjaman danObligasi

3. Hasil penjualan Aset Daerah yang dipisahkan dan Transfer dari DanaCadangan

b. Sumber Pengeluaran Daerah terdiri atas:

1. Pembayaran utang pokok yang telah jatuhtempo

2. Penyertaanmodal

3. Transfer ke danacadangan

4. Sisa lebih anggaran tahunsekarang
2.2.2 Proses Penyusunan APBD
Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD. Setelah PPAS telah disetujui DPRD maka disusunlah RAPBD yang kemudian disahkan menjadiAPBD.

2.3 Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah  yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem perintahdaerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan  asli  daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23Tahun  2014  penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Dimana sumber Pendapatan Daerah tersebut meliputi :
a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil,


c. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

d. Lain – lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan danadarurat.
Sedangkan sumber pembiayaan bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggarandaerah.

b. Penerimaan pinjaman daerah.

c. Dana cadangandaerah.

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan.

Sebagai konsekuensi implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah sebagai sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang merupakan  prasyarat  sistem pemerintahan daerah. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2012;96) “Pendapatan Asli Daerah adalah  semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.


Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dalam pas 1 ayat 18, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2008).
Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerahlainnya yang dipisahkan.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

b. Jasa giro,

c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjangpelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepasdari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan

sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan

pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang teridi dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh atau dipungut oleh pemerintah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah sesuai dengan Peraturan.
2.4.1 Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, menurut Rochmat yang dikutip Mardiasmo (2011;4) pajak adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kewenangan Pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

Konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakuran rakyat.
Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam  UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan;

e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yaitu:

1. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil bilakontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaatyang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;

2. Kemampuan membeyar pajak (ability to pay);

3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;

4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinyadapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuranmasyarakat;
5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayananmemuaskan bagi wajib pajak;

6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasidan kesadaran untuk memenuhi kapetuhan membayar pajak.
Berdasarkankan penjelasan di atas, pajak daerah adalah konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.
2.4.1.1 Karakteristik Pajak Daerah
Karakteristik dari pajak daerah adalah sebagai berikut;

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (21) Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran Tarif Pajak ditetapkan 10% (Sepuluh Persen) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran).

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ataukeramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan Obyek, Subyek dan Wajib Pajak. Obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi :

a. Tontonan film;

b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;

c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;

d. Pameran;

e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

f. Sirkus, akrobat, dan sulap;

g. Permainan biliar, golf dan bowling;

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);

j. Pertandingan olahraga.
Tidak termasuk obyek pajak adalah pertunjukan seni tradisional. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
4. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak meliputi:

a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;

d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame suara;

i. reklame film/ slide; dan

j. reklame peragaan.
5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yangihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.Obyek pajak adalahpenggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh darisumber lain.Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapatmenggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yangmenurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untukmelakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongpajak tertentu.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajakdengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak MineralBukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logamdan Batuan yang meliputi : Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur,batu apung, batu permata, Bentonit, Dolomite, Feldspar, garam batu(halite),Grafit, granit/andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika,Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, Perlit, Phospat,Talk, tanah serap (fullers earth),tanah diatome, tanah liat, tawas(alum),Tras,Yarosif, Zeolit, Basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung walet. Objek Pajak adalah pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :

a. Burung Walet di Habitat Alami; dan

b. Burung Walet di luar Habitat Alami.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dihabitat alami dan di luar habitat alami.

10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atastanah dan bangunan dari nilai perolehan obyek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan obyek pajak.


2.4.1.2 Fungsi Pajak Daerah
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankankebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayaisemua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunansehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akandapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2.4.2 Retribusi Daerah
Sumber Pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Bila Pajak Daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi Daerah ini memiliki timbal balik secara langsung kepada pembayarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan “iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2009:100) merupakan “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Pendapatan Retribusi Daerah ini serta kaitannnya dengan banyaknya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran Retribusi kepada Daerah.
Ciri-ciri dari retribusi daerahmenurut Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintahdaerah

2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secaraekonomis

3. Adanya kontraprestasi yang secra langsung dapatditunjuk

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yangdisiapkan.
Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerahyang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undangundang

dan peraturan daerah yang berkenaan

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balasjasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yangdilakukannya

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggrakan olehpemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis,yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, retribusi daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan rakyat.
2.4.2.1 Subjek dan Objek Retribusi Daerah
Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu. 

Objek retribusi daerah berbentuk jasa, jasa yang dihasilkan terdiri atas :

1. Jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan  atau  diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan.

2. Jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada  dasarnya  dapat pula disediakan oleh sektorswasta.

3. Perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaansumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
2.4.2.2   Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum
Retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas  jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
a. Retribusi pelayanan kesehatan

b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

c. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan  Sipil

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuanmayat

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalanumum

f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

j. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus parkir

f. Retribusi tempat penginapan atau villa

g. Retribusi penyedotan kaskus

h. Retribusi rumah poton hewan

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

k. Retribusi penyeberangan di atas air

l. Retribusi pengolahan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan  pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin tempat penjualan minumanb eralkohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

e. Retribusi Tera atau Tera Ulang

f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

g. Retribusi Pelayanan Pendidikan

h. Retribusi Izin Usaha Perikanan
2.4.2.3 Dampak Pungutan Retribusi

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah. Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

2.4.2.4 Kelemahan Retribusi Daerah
Disamping pajak daerah, sumber PAD yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk, misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Demikian juga retribusi parkir, karena ada pemakaian ruang tertentu oleh si pemakai tempat parkir, jadi sesungguhnya dalam hal iuran retribusi itu dianut asas manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini ternyata menunjukkan beberapa kelemahan, diantaranya:
1. Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaanjasa oleh pemerintah daerah

2. Biaya pemungutannya terlalu tinggi kurang kuatnya prinsip dasarretribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

3. Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajakkarena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi.
2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran modal/ investasi kepada pihak ketiga.
Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut Darise (2009:72) antara lain sebagai berikut:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;

dan

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

c. kelompok usaha masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpuklan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri
2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset

daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain

sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda restribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelnggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan data bergulir (Halim 2012;104). Selain jenis-jenis PAD di atas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lainlain PAD yang sah, seperti:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah;

c. Pendapatan bunga;

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

Administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurusdan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dan dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi

daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpuklan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan  yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang miliki daerah, dan penerimaan jasa giro.

2.5 Penelitian Terdahulu
Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

	Nama peneliti
	Judul penelitian
	Hasil penelitian

	Adi Nugroho, 

2014
	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012
	Penelitian pada kota/kabupaten provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

	Dina Anggraeni, 2010
	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu
	Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD), retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

	Ida Mentayani, 2014
	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
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Sumber: Data Diolah 2018

2.6 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :








H1
     H2
H3


Sumber: Data yang diolah, 2018
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.6.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2011;1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untu membayar pengeluaran umum. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhi Nugroho (2014) berjudul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012, menyimpulkan Penelitian pada kota/kabupaten provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

2.6.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M Zahri MS(2016) berjudul Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun menyimpulkan bahwa Potensi retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan trend yang berfluktuatif dan cenderung menurun sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih relatif kecil.
2.6.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Penelitian Lisda Peronika(2017) berjudul Pengaruh Penerimaan  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam menyimpulkan hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam. Sedangkan penelitian Dina Anggraeni(2010) berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2.7 Hipotesis
Berdasarkan penelitia di atas, hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1:
Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

H2:
Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.
H3:
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

Pajak Daerah











PAD





Retribusi Daearah
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